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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, kesimpulan dalam 

skripsi ini telah di ukur melalui kerangka pikir sehingga menghasilkan poin-

poin kesimpulan antara lain: 

1. Peran pemerintah desa dalam mensukseskan program infrakstruktur 

pengembangan pedesaan di Desa Manggena’e Kecamatan Dompu 

Kabupaten Dompu sebagai berikut: 

a. Perencanaan dalam melakukan penyusunan dari rencana pembangunan 

desa baik rencana pembangunan secara jangka menengah maupun 

jangka panjang pemerintah atau pihak desa selalu melibatkan atau 

menggandeng unsur dari masyarakat, aparat TNI, aparat kepolisian 

juga semua tokoh-tokoh maskara baik tokoh agama, tokoh adat serta 

masyarakat secara umum yang berkeinginan mengikuti pertemuan 

yang membahas proses dan rencana pembangunan desa manggena’e. 

Pada pertemuan tersebut semua elemen yang hadir dapat 

menyampaikan pendapat serta aspirasinya kepada pemerintah desa 

manggena’e. Dilihat dari indikator perencanaan pembangunan 

pemerintah desa manggena’e kabupaten Dompu sudah melakukan 

proses pembangunan desa manggena’e sesuai dengan prosedur, 

ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga 
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sudah sesuai dengan pedoman pembuatan rencana pembangunan desa 

yang sudah di tetapkan dan sedang berlaku. 

b. Pelaksanaan, Pembangunan desa dengan skala loka pelaksanaannya 

dikelola oleh pihak desa manggena’e sendiri atau bekerja sama dengan 

pihak ketiga. Kepala desa memulai pengkordinasian pembangunan 

desa mulai dari persiapan terhitung sejak disahkannya APB Desa. 

Sedangkan program pembangunan desa yang bersumber dari program 

sektoral atau program daerah akan dilaksanakan sesuai dengan aturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas 

program tersebut, baik pemerintah kota atau kabupaten maupun 

pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Pelaksanaan program 

sektoral atau program daerah akan diintegrasikan dengan 

pembangunan dari desa, hal itu sudah diatur oleh pemerintah pusat, 

dan pencatatannya akan masuk ke dalam APB Desa yang 

bersangkutam. 

c. Pengawasan dan pemantauan, pemerintah desa menerangkan mereka 

sudah melakukan pengawasan, pengontrolan dan pemantauan yang 

sesuai dengan prosedur yang ada. Namun yang disayangkan adalah 

partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol jalannya 

proses pembangunan infrastruktur ini masih sangat kurang, 

dikarenakan kesibukan mereka dengan pekerjaan mereka yang 

membuat mereka tidak memiliki waktu luang untuk melakukan 

pemantauan dan pengawasan terhadap program pembangunan yang 
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ada di desa mereka yaitu desa manggena’e kabupaten Dompu. BPD 

harus terlibat dalam proses pemantauan dan pengawasan program 

pembangunan infrastruktur desa ini, hal ini dikarenakan sudah menjadi 

tugas da fungsi BPD dalam melakukan pemantauan serta pengawasan 

dari seluruh kegiatan atau program-program yang ada di desa 

manggena’e. 

2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah Desa Manggena’e, 

yaitu partisipasi masyarakat Desa Manggena’e masih sangat kurang, hal 

ini terlihat dari ketiak pedulian masyarakat terhadap program 

pembangunan yang sedang berjalan di desa manggena’e. Masyarakat desa 

manggena’e lebih memilih sibuk bekerja, ada juga yang canggung untuk 

ikut berpartisipasi, hal ini menyebabkan proses pembangunan infrastruktur 

yang ada di desa manggena’e sedikit terhambat. 

5.2 Saran 

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu dalam 

penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-program 

pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih 

berpartisipasi atau terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program yang 

dilakukan oleh pemerintah desa. 

2. Menambah program yang mendukung sumber penghasilan warga desa 

yang berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
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3. Meningkatkan minat swadaya masyarakat termasuk  gotong  royong  yang 

mulai memudar di lingkungan Desa  Manggena’e karena selalu berharap 

dengan insentif yang ada untuk terlaksananya asas pembangunan desa. 

4. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada dengan sebaik-

baiknya agar dapat dinikmati dalam jangka panjang. 
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